
8. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja 
RSUD Kata Semarang sebagai Sadan Layanan Umum 
Daerah (BLUD), maka perlu didukung peningkatan 
kesejahteraan karyawan RSUU Kata Semarang yang 
proporsional berdasarkan prestasi kerja, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 U 
Tahun 2009 te.ntang Sistem Remunerasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan 
Umum Daerah perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tcrsebut diatas maka 
perlu diterbitkan. Pcraturan Walikota Semarang tentang 
Sistcm Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Semarang sebagai Badan Layarian Umum Daerah (BLUD); 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sak.it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun J 976 Nomor 
25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wiluvah 
Kotamadya Daerah 'rlngkat II Semarang dalam wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4578); 

11. Pcraturan Montori Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pcdoman I'cngclclaan Kcuangan Dacrah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Mented Dalam Neged Nornor 21 'rahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta.ng Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
N omor 10 / PMK. 02 / 2006 ten tang Pedoman Penetapan 
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan 
Pegawai Badan Layanan Umum; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 
416/Menkes/Per/ 11/2011 tentang Tarip Pelayanan 
Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (PERSERO); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
903/Menkes/Per/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Keschatan Masyarakat; 
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RAR J 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Dacrah adalah Kota Semarang. 
2.. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur 

penyelenggor0- Pemerintaha.n Daerah. 
3. Walikota adaiah Walikota semarang. 
4. Ruman Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum milik Pernerintah Kota Semarang yang dikelola 
dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan da.n dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Menetapkan : PERATURAN WALIK(YI'A TENTANQ SISTEM J·U~:MUNRRASJ 
RUMAII SAKIT UMUM DAERAH KOTA 8BMAAANG S£0AOAI 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAII (DLUD). 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedornan Pcnctapan 
Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit 
Badan Layanan Umum; 

17. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kata Semarang Nornor l); 

18. Peraruran Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organieaei dan TM~ Kerja Lembaga Tcknis Daerah 
dan Badan Pelayanan Perijirian Terpadu Kota Semarang 
(Lemba.ran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nornor lu, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 23); 

19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan 
Layanan Umum (Serita Dacrah Kota Semarang 'l'ahun 2007 
Nomor 9 seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan 
Walikota Semarang Nornor 28 tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor g 
tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kula Semarang 
Sebagai Badan Layanan Umum (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 28); 

20. Kcputusan Walikota Semarang Nomor 445/0 I '14/2007 
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Semarang Sehagai Sadan Layanan Umum (BLU). 

MEMUTUSKAN: 

r--,. ..... , .. 
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6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang rnemberikan flekaibilif.as berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnls yang schat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mcncerdaskan kehidupan bangsa, sepagai 
pcngccualian dari keterituan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya, 

7. Pejabat Pengelola DLUD RSUD yang sclaniutnva discbut. Pejsbat Pengelola 
adalah Pimpinan BLUD/Direksi yang bertanggung jnwab terhadap kincrja 
operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemirnpin, pejabat keuangan 
dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nornenklatur 
yang berlaku pada BLUD RSUD yang bersangkutan. 

8. Direksi adalah Direktur dan Wakll Direktur di Rumah Sakit Urnum 
Daerah Kota Semarang. 

9. Staf direksi adalah seluruh pejabat struktural yang berada di bawah wakll 
direktur di Rumah Saklt Umum Daerah Kota Semarang. 

10. Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai RSUD yang terdiri dari Pegawai 
Negeri Sipil (PN8) dan non PNS. 

11. Pegawai Non PNS adalah tenaga kerja waktu tcrtentu, tenaga kerja waktu 
tidak tertentu, TPHL Walikota dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

12. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Perigawas 
adalah organ DLUD yang bcrtugas mclakukan pcngawasan terhadup 
pengelolaan BLVD RSUD. 

13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD, yang selanjutnya discbut 
Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat 
untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pcngawas. 

14. Rernunerasi adalah imbalar1 kerjr1 y}rne dHpFtl hf'.rn pa gaji, tunjangan 
tctap, honorarium, insentif, bonus, pesangon, dun atau pcnsiun yant1 
ditetapkan <..kngHn m~m pP.d i m hn ngkn n pnuaip proporsionalitas, 
kesetaraan dan kepatu tan 

l !)_ Rencana Strategi Bisnis BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra 
Bisnis BLUD RSUD adalah dokumen lima tahunan yang mernuat visi, 
misi, program strategi, pengukuran pencapaian kinerja dan arah 
kebijakan operasional BLUD RSUD. 

16. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum datam ncraca BLUD RSUD 
pada akhir suatu tahun buku t~rtentu, d~"Jn meru pnknn bngian dari aset 
pemerintah daerah yang tidak terpisahkan. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kota Semarang. 

18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD. vanz selaniutnva disinzkat 
RBA adalah dokurnen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan 
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat 
DPA-BLUD RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, 
proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan 
dihasilkan dan digunakan se bagai dasar pclaksanaan anggaran oleh I 
HLUO ):{SU 0. r 

\...•' 
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BAB III 
H-EMUNERASI 
Bagian Kcsatu 

Jenis-jenis Remunerusi 
Pasal 6 

(1) Remunerasi pudu DLUD RSUD mcliputi imbalan kerja, yang dnpat 
berupn: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. honorarium; 
d. insentif/jasa pelayanan; 
e. uang lembur; 
f. bonus; 
g. pesangon;dan/atau 
h. perisiun. 

Pusul 5 
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelaksnnaan kemuneras. Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah (PPK-BLUD) di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kola Semarang. 

RF.mu nerasl berazazkan: 
a. proporaionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola 

dan besaran pendapatan; 
b, kesetaraan dengan mernperhatikan unit layanan sejenis: dan 
c. kepatutan dengan melihat kemampuan BLUD RSUD rlnlam mernberikan 

upah kepada pegawai. 

Pasal4 

Tujuan remu nernsl adalah untuk: 
a. rneningkatkan motivasi kerja; 
b. rneningkatkan kesejahteraan karyawan; 
c, mcningkatkan kinerja rumah sakit sccara kcscluruhan. 

Pasal3 

Maksud Rernunerasi adalah: 
:1. rnenghargai kiricrja perorangan dalam satu tim krr:i:::i yang mernerlukan 

kebersamaan: 
h. mernberlkan pcrttndungan bs-1gi sernuu kornponcn balk dl unit pelayunun 

mau pun unit pendukung dalam sat.u rard.Hi nilai: 
c. menumbuhkan rasa saling percaya antar kumponen dengan adanya 

keterbukaarr/transparansi dan dapat dipertanggung-jawabkarr/ akuntabcl: 
d. saling menghargai antar komponcn, mcnegakkan keadilan dun kejujuran. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN1 AZAZ DAN RUANG LTNC}KlJP 

Pasal 2 
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(2) 

Pasal 11 
Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk Pejabat Pengelola 
bersumber dari subsidi APBD dan pendapatan BLUD RSUD. 

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. ga.ji Pimpinan BLUD RSUD; 
b. gaji Pejabat Kcuangan BLUD RSUD; dan 
c. gaji Pejabat Teknis BLUD RSUlJ. 

( 1) 

Pasal 10 

(3) Goji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk PP.gHwHi DLUD H.Sun 
yang berstatus Non PNS bersurnber dari pendapatan BLUD RSUD. 

(4) Besaran gaji sebsgatmana dimaksud pada ayat (I], diatur lebih lanjut 
dengan Pcraturan /Keputusan Pimpinan RLUD R8UD dengo.n 
rncmpcrtlmbangkan asas kesetaraan, kemurnpunn kcuangan BLUD RSUD 
dan bcrdasarkan pcraturan per undsmg unrlungnn. 

Pasal 9 
( 1) Gaji sebagaimana dirnak surl dalam Pasal 8, untuk Pegawai DLUD RSUU 

yang berstatus PNS beraurnher dari Subsidi APBD. 
(2) Kctcntuan pelaksanaan pernbcrian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) bcrdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Os-1giw1 Ketigu 
Gaji 

Pasal 8 
Gaji adalah imbalan berupa uang yang bcrsifat tctap dun diteriniukun sctiap 
bu lan , bagi scluruh pegawai BLUD RSUn. 

Bagian Kedua 
Surnber Pcmblavaan 

Pasal 7 
Sumber pembiavaun rernunerasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal 
dari: 
a. Subsidi APBD; dan/ atau 
b. pendapatan jasa layanan BLVD RSUD. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dlberikan kepada 
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pcngawas, 
Pembina 'I'eknis, Pembina Keuangan dan Pegawai BLUD RSUD sesuai 
dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang 
diperlukan. 

(3) Pelaksanaan pernberian bonus scbagatmana dirnuksud pada ayat ( J) hunt!' 
r den pesangon seb~-\f~~-tim~-tn~~ dirnaksud ::tyM (1) huruf g, diutur lrhih 
lanjut dengan Peraturan Pimpinan ULUD l~SUD dengan 
mcmpertimbangkan kernarnpunn keuangan BLUD RSUD. 

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah hasil 
perhitu ngan Gaji Dasar dikalikan Faktor Penyesu aian Tingkat Kcschatan 
Kinerja BLUD RSUD. 

(3) 
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Pl Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayM. (2) huruf a, diberikan dengan kc.:l<.:11l1.Ja11: 
a. hunorarlum untuk ketua Dewan Pengawns DLUD RSUD patine bR11y~1k 

sebesar 40%1 (em pal puluh pcrscn] tli:U i gajl Plmpl nan RT.Un J;;,iRlJD 
yang bersurnber dari pendapatan BLUn RSl JD. 

b, honorarium untuk Anggota Dewan Pengtiwas DLUD RSUD paling 
banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan 
BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan RLUD RSUD. 

(4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b, paling banyak sebesar 15% (lima bolas 
persen] dari gaji Pimpinan BLVD RSUD yang bcraumber dari pendapatan 
BLUD RSUD. 

Keputusan 

Hagian Kclirna 
Honorarium 

Pasal 13 

( l) Honorarium adalah irn batan beru pa uang yang diberikan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD untuk menghasilkan jass.:J.. 

('.2) I Ionorarium dapat diberikan: 
a. Dewan Pengawas I3LUD RS.UD; 
b. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD; 
c. Pembina Teknis BLUD RSVD; 
d. Pembina Keuangan IJLUD RSUD; 
e. penanggungjawab pcngelola keuangun; 
t'. J \;jal,al./ 1 'anitia Pcngadaan; 
g. Paniua Penenma/ Pemor+ksa f"~HrHng cl8n .rasa: 
h. Tim Pelaksana Kegiatan; dan 
I, Tim/ Panitia lain yang ditetapkan bcrdasarkan 

Walikota/Pimpinan BLUD RSUD. 

Bagian Keempat 
Tunjangan 

Pasal 12 

( 1) Tunjangan adalah imbalan berupa uang yang diterimakan setiap bulan 
kepada pegawal untuk menuniang kinerja pegawai sehingga lebih 
produktit. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lcbih lanjut 
dengan Peraturan /Kcputusan Pimpinan HLUD RSUD dengan 
mcmpertimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan BLUD RSUD 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pedoman perhitungan gaji Pimpinan BLU1J RSUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

(5) Gaji Pejabat Keuangan BLVD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dan gaji Pejabat Teknis BLUD RSUD sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) huruf c, paling banvak 90 % (sembilan puluh person] dari 
gaji Pirnpinan BLUD RSUD. 

j 
I.,,' 

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf 
e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diatur Iebih lanjut dengan 
Peraturan / Kepu tusan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertim bangkan 
asas kesetaraan, kcmampuan keuangan BLUD RSUD d,111 bcrdasarkan 
peraturan peru ndang-undangan. 

(5) 
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Bagian Keenarn 
Insentif 
Pasal 14 

( 1) Insentif adalah merupakan imbalan berupa uang yang langsung diberikan 
kepada pcgawai BLUD RSUD karena kinerjanya, berdasarkan prestasi 
kerja. 

(2) Insentif diberlkan kepada scluruh pcgawai RLUD herdusurkan pcmbcrian 
pclayanan yang diberikan DLUD RSUD. 

(3) Insentif yang berasal dari pemberian pclayanan kcpada pasien LLIULun, 

besarnya ~e~ur1l dcngan kctcntuan perundang-undangun, 
(4) Insentif yang berasal dari pomberlan pelayanan kepada pasien yang 

dijamin PT. Askes (Persero), besarnya paling banyak 44%1 (empat puluh 
empat persen) dari jumlah pendapatan pelayanan pasien dimaksud, 

(5) Insentif yang berasal dari pernberian pelayanan kepada pasien .Jaminan 
Kesehatan Masyurakut, besarnva paling banyak 44~{, [cmpat puluh empat 
persen) dari iumlah pcndapatan pclayanan pasicn dimaksud. 

(n) l narml.if yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien .Jaminan 
kesehntan Daerah, besarnya scsuai dcngan kc Leu Luau yaog d latur oleh 
perjanjian kerja sama antara ULU IJ l~SU u dcngan l 'erucrintah Daerah. 

(7) Insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kcpada pasien yang 
dijamin Badan Penyelenggara atau Asuranst Kcschatan lainnya, besarnya 
sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD 
dengan Badan Penyelenggara atau Asuransi Kc~cl-1;;1J.;;i,n pcnjarnin pasien 
diruuksud. 

(8) Inscntif scbagalmana pada ayat (J), ayut (4 ), uyut (5), ayut (6) da11 ayat (7), 
diatur lebih lanju t dengan Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD RSUD 
dengan mcmpcrtimhangkan asas kesetaraan, kemampuan kcuangan 
BLUD RSUD dan berdasarkan peraturun perundang-undangan. 

Bagian Kctujuh 
Unng Lembur 

Pu~nl 15 
(1) Uang lembur adalah imbalan berupa uang bagi pegawai yang ditugaskan 

melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja scsuai dcngan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Vang l.ernbur sebagairnana pada ayat ( 1), diatur lcbi h lanjur dengan 
Perat11r:m/Kr:p11tm~;:m Pirnpinan BLUD RSUD dcnzan mempertimbangkan 
asus kesetaruan, kcmampuan kcuangsn HI .u n RRl Jn chm h~t'clnsorlrnn 
peraturan perundang undangan. 

Bagian Kedclapan 
Pensiun 
Pasal lG 

(1) Pensiun diberikan kepada pegawai BLUD yang bcrstatus PNS. 
(2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan ketentuan 

perundang undangan yang berlaku. 

... -· 

BAB IV 
AKUNTABILITAS KINERJA 

Pasal 17 
Pcmimpin BLUD HSUD bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja 
seluruh pegawai HLUD ~SUD. 

( 1) 
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RRRTTA DARRAH KOTA SEMARANG TAIIUN 2012 NOMOR 

Diundangkan di 
pacla tanggal J ·v"'·r\.JQ.:-·,\ J,b \) 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KOTAWNG 

ADITRIHANANTO 
Asisten Administrasi Pemerin tahan 

Diundangkan di .. 
pada tanggal s. \ {l(',V Q-.·'61 = f ~ 
PH. WALIKOTA sJMAl<ANU 

WAKIL WALIKOTA 

PASAl 22 

Peruturun Walikotu ini mu lai berlaku parla tanggal rIlundangkan. 
Agar setiap ontnR mcnP,d:1h111ny:1, rnnrnm-intah kan pcngundangan Pcraturan 
Walikota ini dcngan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Pusal 21 
Padu !"umt 1-'P.rnt.1.1 rnn Wl°Jllkot.(1 i111 mulai bcrlaku, maka Peraturan walikota 
Semarang Nomor 19U Tahun 2009 tentang Sistcm Rcrnu ucraxi Ru111ah Saklt 
Umum Daerah Kota Semarang (Berita Dacrah Kota Semarang Tahu n 200Q 
Nornor 1 lJH), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Hal-hal yang helurn diatur dalarn Peral.uran Walikota ini, sepaniang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur RSUD selaku Pimpinan DLUD 
RSUD. 

Sistem rernunerasi dapat diubah disesuaikan dengan perkembangan bisnis 
~~UD dengan persetujuan Walikota. 

Pasal 20 

BAB V 
PENUTUP 
Pasal 19 

Pas:11 18 

Pemimpin BLUD RSUD dapat mcmbentuk Tirn Remurier::i.si uruuk membanru 
pclaksanaan sistem remunerasi secant adil, juiur, propor~;1on;_1J d:1n obycktif. 

(2) Akunt.abilitas klncrja scluruh Pcgawal HLUD H.SUD disusun dalam 
sistem akuntabilitas kincrja mclalui pcnilaian kinerja sdn-.1gai da sar 
pcnctapan pcmbcrian remunerasl, 

b 
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(Ata - Atb) 
Utb + x (Uta - Utb) NA 

Nilai indeks Total Aktiva {NA) dihitung sebagai bcrikur : 

P "" Total pcndapatan daiam milyar rupiah pada tahun buku scbelumnva 
bcrdasarkan angka prognosa, 

Plb ... Batas bawah pendapatan pada interval. 
Pta Batas atas pendapatan pada interval. 
Utt) = Batas bawah indeks pada interval pendapatan. 
Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan. 

(I' - Ptb) 
NP = Utb + x (Uta- Utb) 

(Pta - Pt) 

a tau 

(Pta - P) 
NP = Uta - x (Uta- Utb] 

(Pta ~- Ptb) 

Nilai Indeks Pendapntan (NP) dihilung scbagai berikut : 

60 %, NP 1 40 %, NA = ID 

lndeks uasar rnerupakan nilai rata-rata tertunbang dari n ilai indeks 
pendapatan (NP) dan nilai lndeks Akuva (NA) l{S-BLU sesuai dengun bobot 
masing-masing 60 ~·'<> dan 40 %. 

x Rp. 12,5 juta = GD 

F:1ktnr Pcnyesuaian (FP) bcrdasarkan 
Tingkat Kesehatan Kincrja BLU Ruman 
Sakit 

x 

Cri:\ji Pemimpin Urnmo p~r bulan pada suatu tahun ~ngg:-m-m dihil.ung dengan 
ru mu s sc bagai berik u t : 

Gaj i - Gaji Dasar (GD) 

PENILAlAN RUMUSAN PERHITUNGAN }jESARAN GA.JT PIMPJNAN }jLUD RSUD 

LAMl)ll~AN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANU 
NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG 
SISTEM REMUNERJ\SI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KOTA SEMARANG SEBAGAl lJAOAN LAYANAN lJMUM 
l)/\.t:;MH (ULUD}. 

(A-Atb) 
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Ti\B~L KONVERST TNDRKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA 

A = Total Aktiva ~S-JjLll dalam milyar ru piah p:-1<h-1 tahun buku, 
Atb = Batas Bawah Total Aktiva pada interval. 
Ata = Batas Atas Total Aktiva pada Interval, 
Utb = Batas Bawah Indeks pada interval Total Aktiva. 
Uta - Batas Atas Indeks pads interval Total Aktiva. 

(Ata- A) 
NA Uta - ---·~ - x (Uta - Utb) 

(Ata- Atb) 

a tau 

-· ~·-L- 

Pendapatan Indeks Total Aktiva Indeks 
(Rp. Milyar) Pendapatan (Rp. Milyar) Total f\ ktiv» 

- --- 

2 40 2 40 
·-- ··-···- ....... ~-------- 

4 50' 4 so 
"" ... , .... , .. - ~ .-,-.,,., - ... --·~ 

7 60 7 60 ·- .......... ,,. .... ; .. ,, .. ---· " 

l l 70 1 1 70 ~~---~ ~-. ··-·· 

16 80 16 80 - . - -~-· -.- 22 90 22 90 
~-.----, 

29 100 29 100 .. ,.,.., ....... 
37 110 37 110 --- .. -- ~ -., . ._~_......_.L• --~ ......... ~, ... ·---·· ... 46 120 116 120 

······ ., ··- ,---·- .......... ---»·,.., • 

56 130 56 lJO 
~"Tc-~--- ....... -··-·, ............ --- - 

67 140 b'/ 140 
f--·-- ~ ·-.··-· 

'/9 150 79 150 
-·-· -- 

<)') 160 92 160 - £ ,,~:·r•• •' --·- ........ ,., ·- ---------------------- ----- ...... 

106 170 ioo 170 
--- ,---------···· - -····-----------·-- _,_ --- . - ----· ... 

12 180 121 180 --~· ,, ..... . . - ·- 

150 200 150 200 --·-·-- -------···-· . ··- ..... , 17S ?.20 175 '.2'.20 
----- . ~ 200 240 200 240 

~·-·-···· ·--- .. .,,. .. 
225 260 225 260 -----~ -· 2;;0 280 250 280 

....... . -·--··- 275 300 275 :-mn 
-··· --···-·· 

300 320 300 320 
-----· ---..-------,, - 

325 ~40 325 340 
• ---~--.!...- 

350 360 ~1GO 360 
.,., .. ,. .. ···- 375 380 375 380 

400 ·-·--· -·- .......... ' -~ 400 ·------·- 400 400 
425 420 425 420 
450 440 -- 450 440 _____ ........... -··. ··- ~---~------ 475 460 475 460 ·-- ... ------·- 
500 480 500 480 

·-----· ... 
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~ HRNDRAR PRIHADI _.. 

PH. WALIKOTA SEMARANG 
WAKIL W/\T.TKOT/\ 

-········ ·-··-···-- ... , 

No. Tingkat Kesehatan PTK 
--· 

l. AAA I '20 ~··~1 

---~·- 

2. AA 110 % 
·--- ·•·-'--'--····-·-. 

,., A l ()() ~In 
• I. 

---·. . ~~ 

4. non 95 %, 
·- .. , , .. .______._.._.._ 

5. BB 90% 

6. H 85 ~/~ 
-------- 

7. TlDAK Sb:IIAT Rn ~10 
····- 

TADEL KONVERSI TINOKAT KESEHATAN 
(FTK) 


